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1.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.14 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pagi. Om Swastiastu.

Hari ini adalah persidangan lanjutan untuk hari ke-4. Ini ada 7
Perkara pada sesi pertama ini.

Saya langsung saja. Perkara Nomor 216-07-24/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya? Tidak hadir, ya?

Kemudian, Perkara Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Partai Bulan Bintang. Ya, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Assalamualaikum wr. wb.

Kami Kuasa Hukum dari Partai Bulan Bintang, dalam hari ini yang
hadir adalah Meizaldi Mufti, Yang Mulia, sarjana hukum, selaku juru
bicara. Wassalamualaikum wr. wb.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya. Berapa orang?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

1 orang, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Oh. Ya, kalau jubir masih ada yang lain, kan?
Kedua, Perkara Nomor 234-07-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Partai Berkarya lagi. Oh, ya, tidak hadir juga. Kemudian, Perkara Nomor
26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PKB?



10.

11.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Hadir, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari DPP PKB selaku Kuasa Hukum, saya sendiri Syamsul
Huda Yudha dan sebelah kiri saya, Gatra Setya El Yanda dan Havis.
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.
Perkara Nomor 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PDIP?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI (PDIP)

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Pagi ini kami hadir berdua, saya Imran Mahfudi beserta Ace
Kurnia, kemudian juga turut didampingi oleh Calon Anggota DPR dari
Dapil Jambi V ... Kota Jambi V. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Prinsipalnya, ya.

Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai
Hanura? Juga belum hadir.

Kemudian Perkara Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,
Demokrat?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Selamat Pagi, Yang Mulia.

Saya dari Partai Demokrat ... saya mewakili Partai Demokrat,
Agatha A. Lidyawati Rafli.
KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Termohon? Silakan.



12.

13.

14.

15.

KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.

Hadir Kuasa Termohon, sebelah kanan rekan Dedi Mulyana dan
Fajar Maulana Yusuf dari Kantor Absar Kartabrata, Kuasa Termohon dari
Partai Hanura. Lalu, sebelah kanan saya persis adalah Bapak M. Sanusi
bersama Bapak Nur Kholik duduk di belakang dari KPU Provinsi Jambi.
Saya sendiri Arif Effendi bersama Febi Hari Oktavianto dari AnP Law
Firm, Kuasa Termohon dari Partai Berkarya. Belakang kami, Rekan
Wilhelmus Rio dan Zahru Arqom dari Kantor HICON Kuasa Termohon
PDIP, PBB, dan PKB. Seterusnya dari saudara ... rekan Sigit Nurhadi
Nugraha dan Imanuel ... Imanul Mutaqgin dari Kantor Nurhadi Sigit Law
Office, Kuasa Termohon Partai Demokrat. Ada lagi dari pejabat KPU dari
Sekjen KPU Bapak Andi Krisna, duduk di belakang.

Terima kasih, Yang Mulia, cukup. Wassalamualaikum wr. wb.

KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam wr. wb.
Ya. Bawaslu, silakan.

BAWASLU: MUHAMMAD AFIFUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Pagi ini Bawaslu hadir, saya Muhammad Afifuddin Komisioner atau
Anggota Bawaslu RI. Kemudian ... karena 2 provinsi yang mau di sidang
hari ini. Pada panel ini, sebelah kanan saya sudah hadir Pak Asnawi,
Ketua Bawaslu Jambi. Sebelah kiri saya Ibu Ketua Bawaslu Kalimantan
Utara, Ibu Andi Siti Nurhayati dan di belakang ada Pak Fadliansyah,
Komisioner Bawaslu Kaltara dan juga Pak Fahrul Rozi, Komisioner
Bawaslu Jambi.

Wassalamualaikum wr. wb.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait untuk Partai Berkarya, Perkara Nomor
216-07-24/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Enggak ada, ya?

Langsung Pihak Terkait PBB? Juga enggak ada, ya? Kemudian
Pihak Terkait Berkarya juga enggak ada.

Ya, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, Hanura. Silakan!



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAJIS MESSAH (HANURA)

Assalamualaikum wr. wb.

Saya Kuasa Hukum Pihak Terkait, dari DPP Partai Hanura atas
nama H. Hajis Messah, S.H.
KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAJIS MESSAH (HANURA)

Cukup.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait Nomor 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
tidak ada, ya? Kemudian, Pihak Terkait Perkara Nomor 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Golkar.

KUASA HUKUM TERKAIT: VINSENSIUS (GOLKAR)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari DPP Partai Golkar, Pihak Terkait Perkara Nomor 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, atas permohonan Partai Hanura. Saya
yang hadir Vinsensius Rante Halo dan Rekan di sebelah kanan saya
Albertus. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait Perkara Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, PKB.

KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK (PKB)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir saya sendiri Sidik dan sebelah kiri saya rekan Rivaldi. Terima
kasih.
KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, hanya ada tiga perkara, ya?



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI
Mohon maaf, Yang Mulia. Dari Termohon.
KETUA: ANWAR USMAN
Oh, ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Ya. Tadi terlewat ... anu ... apa ... belum kami sebut ada dari KPU
Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara, yaitu Bapak Teguh Dwi Subagio dan
Bapak Haryadi Hamid hadir juga. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, silakan, Yang Mulia. Mulai Perkara Nomor 234-07-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ya, 97-19-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 PBB, ya. Ya? Siapa dulu?

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia Ketua. Saya dulu. Baik, Yang Mulia Ketua.
Terima kasih. Kita mulai untuk Perkara Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019.

Perkara 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, diajukan
permohonannya oleh Partai Bulan Bintang. Sebelum saya minta untuk
menjelaskan. Begini, kita pakai metode dipandu oleh Hakim, supaya
lebih fokus dan lebih cepat dalam menyampaikan permohonannya secara
lisan. Karena permohonan secara tertulis sudah dibaca oleh Hakim,
sudah disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu, serta Pihak Terkait.
Ya, jadi tidak perlu dibacakan secara keseluruhan.

Saya klarifikasi dulu. Permohonan dari Partai Bulan Bintang, untuk
pertama kali dimasukkan kapan, diserahkan Kepaniteraan atau diajukan
ke Kepaniteraan kapan itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Pada tanggal 23 Mei, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. 23 Mei, pukul 15.50 WIB?



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya. Pukul 15.50 WIB.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, untuk tenggang waktunya diukur dari situ, vya,
permohonan yang pertama. Kemudian, Saudara mengajukan perbaikan

permohonan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Pada tanggal 31 Mei.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
31 Mei pukul 10.11 WIB?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, berarti ada dua. Sekarang yang dipakai permohonan awal
atau perbaikan permohonan? Ya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Perbaikan permohonan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. kalau begitu untuk Pihak Termohon dan Pihak Pihak Terkait,
kita mendasarkan pemeriksaan ini pada perbaikan permohonan yang
diajukan oleh Pemohon pada hari Jumat, 31 Mei 2019, ya.

Untuk yang pertama, kedudukan hukum. Kewenangan dulu,
kewenangan. Saudara mempersoalkan apa ini? Yang dipersoalkan (...)



39.

40.

41.

42,

43.

44.

45.

46.

47.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, sebentar. Persoalannya objek ... yang menjadi objek dalil
permohonan ini apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ketetapan KPU, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ketetapan KPU, nomor berapa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Nomor 987.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

987? Oke. Oleh karena itu, menjadi kewenangan Mahkamah
untuk menyelesaikan perkara karena objeknya adalah Surat Keputusan

KPU 987, gitu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian yang kedua, kedudukan Hukum. Kedudukan hukum ini
permohonan diajukan oleh siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Oleh Partai Bulan Bintang, Yang Mulia.



48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Partai Bulan Bintang sebagai peserta pemilu nomor urut berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Nomor Urut 19.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu, pertama itu. Kemudian yang kedua, apakah ditandatangani
oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai Bulan Bintang?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ditandatangani, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ditandatangani. Kemudian, memberikan kuasa kepada Saudara,
ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu berarti kedudukan hukum oke, tidak ada masalah,
dianggap dibacakan. Kemudian, tenggang waktunya yang tadi sudah kita
lihat. Yang pertama masuk pada tanggal 23, berarti masih dalam
tenggang waktu, Perbaikannya pun masih dalam tenggang waktu
perbaikan, ya, sehingga tenggang waktunya tidak ada masalah. Itu
dianggap dibacakan.

Sekarang, pokok permohonan. Kita mulai pokok permohonannya.
Saudara mempersoalkan di dapil mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Dalam permohonan ini (...)



56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau permohonan yang membuat kuasanya kan pasti juga
menguasai.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Dalam permohonan ini mempermasalahkan PHPU untuk Daerah
Pemilihan Tanjung Jabung Timur dan PHPU untuk DPRD Provinsi Dapil
Jambi I, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jambi I? Kita mulai dari Jambi I, sesuai dengan urutannya
permohonan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, DPRD Provinsi untuk Dapil Provinsi Jambi I, itu
yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah disebutkan di mana?

Untuk DPRD Kabupaten Kota Tanjung Jabung Timur I, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di permohonan itu jelas disebutkan untuk DPRD kabupaten/kota
khususnya Kabupaten Tanjung Jabung. Ada lagi dapil yang lain? Enggak

ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Tidak ada, Yang Mulia.



64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hanya 2 itu? Sekarang kita mulai satu-satu, supaya sistematis
begitu. Terjadi apa di Dapil I Jambi? Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, inti permasalahan yang kami permasalahkan dalam
permohonan ini adalah khususnya untuk Daerah Pemilihan Jambi I.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Di saat pencoblosan, di TPS-TPS, kita memfoto ... memfoto plano.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Jadi (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa kok difoto? Apakah anda tidak dapat C-1 ... kan saksinya
kan pasti dapat C-1, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Yang Mulia, penghitungan suara itu dilakukan subuh, jadi saksi
kita sudah pada pulang.
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Dan ... dan untuk mengambil salinan itu sudah sangat sulit.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Terus berarti anda memfotonya kapan itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Tapi ... saat pencoblosan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saat pencoblosan? Tapi kan berarti belum dilakukan penghitungan
suara di TPS itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya. Tapi ada ... ini ... apa ... link dari ini kita, dari kader partai kita
untuk mendapatkan itu, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, jadi itu difoto C-1 planonya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi bukan C-1 yang dibagikan setelah penghitungan suara,
tapi itu dokumen-dokumen itu berupa foto nanti?
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Nah, itu dilampirkan menjadi bukti di P berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kita tadi sudah meyerahkan di P-7 sampai P-120 (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
P-7 sampai P-100 (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

P-7 sampai P ... P-15 ... 124, kalau enggak salah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
124?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Izin, kalau diizinkan. Tadi kami baru menyerahkan bukti, Yang
Mulia. (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi kan ada dokumen Saudara, daftar alat buktinya kan ada,
toh?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ada, ada, Yang Mulia. Barusan diserahkan tadi.
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90.

91.

92.

93.

924.

95.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Sampai P-8, 124 itu. Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kalau (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini bukti ... bukti fisiknya ada, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kalau khusus untuk jepretan plano itu baru kita masukan
beberapa saja, Yang Mulia, sekitar 10, tapi akan kita tambah
sebenarnya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukti tambahan bisa disampaikan sampai sidang ... sebelum
sidang ini berakhir. Jadi kalau sudah besok-besok, itu sudah tidak bisa.
Karena kita ... begini, ya. Proses dalam persidangan penanganan PHPU,
ini perlu saya sampaikan bahwa hari Selasa sampai dengan hari Jumat
hari ini adalah penyampaian permohonan dari Para Pemohon. Kemudian
hari Senin sampai juga hari Kamis, itu jawaban Termohon, Pihak Terkait,
dan Bawaslu. Setelah itu kita akan menilai, melihat semuanya yang
sudah masuk itu untuk dilakukan RPH untuk memutus, apakah perkara
ini bisa lanjut pemeriksaan saksi atau tidak? Kalau tidak bisa, maka
kemudian itu ada perkara-perkara yang berhenti di situ. Di dismisal
putusannya, ya.

Jadi, kalau bisa, untuk memperkuat permohonan Anda, bukti-bukti
itu dimasukan pada hari ini sebelum persidangan ini berakhir.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kalau sebelum persidangan ... sesudah persidangan tapi tetap
hari ini, mohon diizinkan, Yang Mulia.
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96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu nanti kita tidak memberlakukan equal dengan yang lain.
Yang jadi masalah berarti kita tidak memberikan rasa keadilan karena
tidak equal perlakuannya dengan yang lain, gitu, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Tapi kalau kita dengar dari Yang Mulia sampaikan bahwa sampai
hari Jumat, hari Jumat kan masih sampai dengan 24 jam, mungkin kan
kita bisa serahkan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukan itu. Sampai sidang ini berakhir. Ini sidangnya nanti
berakhirnya jam berapa, ya? Yang lain juga begitu, bukan sampai pukul
24.00 WIB, nanti kalau pukul 24.00 WIB nanti diserahkannya pada
penjaga gedung ini. Artinya, penjaga itu mahkluk halus nanti yang
menerima, gitu. Karena kan sudah selesai, gitu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Izin ... izin, Yang Mulia, diperjelas sampai sidang perkara kita ini
atau sampai (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sidang perkara ini, sesi ini berakhir.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Oke.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti terakhir setelah semua, nanti Ketua akan mengesahkan
bukti yang diterima. Padahal untuk disahkan harus diverifikasi. Lah

verifikasi itu juga nanti kan memerlukan waktu, sehingga saya bilang
segera diserahkan sebelum sidang ini berakhir, gitu.
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103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Siap.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Tapi, Yang Mulia, izin.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Saya boleh saya boleh komunikasi dulu sama rekan di luar
mungkin untuk ambil bukti sisanya biar bisa saya serahkan sekarang

juga.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kamu sendirian soalnya, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kalau sudah disampaikan ini, nanti buktinya baru, Saudara
... ini sampaikan dulu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

He eh.
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112,

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini kita tuntas.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, siap.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Nanti Anda silakan izin keluar untuk berkomunikasi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus kemudian, jadi buktinya itu berupa bukti foto, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terus kemudian, apa yang akan Anda sampaikan dalilnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, kalau masalah jepretan plano yang tidak sesuai dengan yang
ada selisih dengan DAA-1, ini kita temukan ada beberapa, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi intinya sebetulnya itu buktinya persoalannya adalah di
situ ada penambahan dan pengurangan suara, kan?
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121.

122,

123.

124,

125.

126.

127.

128.

129.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu terjadi di mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Itu terjadinya di kelura ... di TPS 3 dan 37.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sebentar, yang besar dulu. Itu terjadi di kecamatan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kecamatan. Kecamatan (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Di kecamatan itu kecamatan mana saja? Kecamatan Pelayangan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Izin, kalau hanya sebatas kelurahan dulu boleh, Yang Mulia?
Karena kecamatan kita enggak data ini. Kelurahan Kenali Asam Bawah.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Silakan kalau memang begitu, Anda enggak bisa
menyebutkan kalau pembacaan kita itu ada yang dipersoalkan di
Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, kemudian ... apa ... di Barajo,
Palmerah, Jambi Selatan, Kota Baru, tapi Anda langsung kelurahan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya.
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130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Di mana kelurahannya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kelurahan Kenali Asam Bawah.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kenali Besar?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kenali Asam Bawah.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Coba, urutkan. Sekarang tinggal saya ngecek aja. Betul ada
persoalan di Kelurahan Kenali Besar?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Izin, Yang Mulia. Ini kayaknya saya bawa data yang enggak
sesuai dengan ... mungkin saya bawa data awal.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Kalau begitu, ada di Kelurahan Kenali Asam Bawah?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada.

18



139.

140.

141.

142,

143.

144.

145.

146.

147.

148.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

He em.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terus kemudian, ada di Kelurahan Beliung?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada. Terus kemudian terjadi di Kelurahan Simpang Tiga?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada. Kemudian terjadi di Kelurahan Bagan Pete?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada. Kemudian terjadi di Kelurahan Rawasari?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada. Kelurahan Sungai Asam?
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149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada. Kelurahan Pelayangan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada, baik. Jadi, itu terjadi penambahan atau pengurangan di situ,
ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu disebutkan di TPS-TPS nya. Kalau Kenali Besar enggak
ada, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Saya belum bisa pastikan karena saya yakin yang saya bawa tidak
sama. Mungkin ini yang awal, Yang Mulia. Izin, mohon maaf.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, oke kalau begitu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya.
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158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang berarti yang ... apa yang sudah dikonfirmasi tadi terjadi
di TPS-TPS yang juga disebutkan di dalam permohonan ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya. Permohonan perbaikan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, perbaikan ... anu ... ya, permohonan perbaikan. Baik. Terus,
sekarang terjadi pengurangan-pengurangan, Saudara juga sudah
menguraikan di sini, berapa suara perbedaan antara C-1 dengan DAA-1,

ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada angka-angkanya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ada angka-angkanya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu nanti kita cross-check dengan kepunyaan ... anu. Terus,
dalilnya apa lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Terus di poin 4.1.2.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?
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167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Jika kami ... sebelum kami sampaikan, mungkin boleh kami
dikasih kesempatan untuk mencabut kalimat atau sebagian kalimat.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, renvoi? Boleh. Gimana, renvoinya apa? Jadi, pada
kesempatan ini masih dimungkinkan ada renvoi, tapi renvoinya

menyangkut kalau penambahan hanya masalah redaksional.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tapi kalau pencabutan terserah yang dicabut apa saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Jadi, kalau untuk dalil poin 4.1.2.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Di situ tertulis bahwa banyaknya salinan Form C-1 fotokopi atau
tidak berhologram.
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176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He em.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Yang diragukan kebenarannya itu kami kasih koma, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kebenarannya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Terus kalimat selanjutnya, kata selanjutnya berdasarkan itu kami
cabut.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Berdasarkan kami cabut.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Dilanjutkan tanda tangan para saksi parpol yang diduga palsu
beredar di TPS di 5 kecamatan itu kami cabut.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Ya, terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Berarti langsung menyambung beredar di TPS-TPS di Dapil
Provinsi Jambi I, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Terus kalimat yaitu di Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan
Palmerah dan Kecamatan Kotabaru, itu kami cabut.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik, dicoret ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Terus, untuk poin 4.1.3, kami cabut semuanya, Yang Mulia.
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194,

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kecuali kode buktinya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kode buktinya dipakai untuk 4.1.2.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Terus, masih ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Masih, Yang Mulia. Untuk poin 4.1.5.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kami mencabut kalimat dengan cara merekapitulasi partisipasi
pemilih DPT hampir 100%, sampai ... sampai kalimat lain di ujung itu
kami cabut.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.
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203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kami hanya menggunakan bahwa adanya fakta
peneggelembungan suara dengan ... fakta penggelembungan suara saja,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, hanya penggelembungan suara (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Eh, di Dapil Provinsi Jambi I.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Jadi Ja ... di Dapil Provinsi Jambi I itu tidak kami cabut.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Jadi yang dicabut adalah yang hampir 100% (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, itu kami cabut.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, padahal ada yang sudah meninggal segala, itu dicabut berarti?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Dicabut.
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216.

217.

218.

219.

220.

221.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Tapi kode hukumnya tidak.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tapi, adanya penggelembungan suara di Dapil Provinsi Jambi I?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Yang dipakai itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, ada lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Mungkin mengingat di saat permohonan perbaikan ini masih
terlampau sederhana.
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225.

226.

227.

228.

229.

230.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Untuk juga menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia, kami akan
melengkapi bukti dan sekaligus kami akan menyampaikan bukti yang
benar-benar menurut kami penting ini untuk dilanjutkan dalam
pembuktian.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh ya, nanti diserahkan. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Enggak, boleh kami sampaikan enggak, Yang Mulia?
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Apa? Tapi kalau menambah dalil sudah enggak bisa |ho, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Tidak, kami tidak menambah dalil.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kalau menambah bukti, boleh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Tapi kami akan menambah ... akan me ... untuk membuktikan
dalil 4.15 ini (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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234.

235.

236.

237.

238.

239.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ataupun untuk me ... diakomodir oleh dalil 4.14.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Mengingat bukti ini, bukti yang baru kami dapat dan dibukti ini
sangat penting.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Yang mana bukti ini bahwa ada salah satu Komisioner KPU di saat
pencalonan dia sebagai KPU itu melalui jalur yang tidak prosedur dan
juga dibiayai oleh salah satu caleg yang sekarang mendapat suara
terbanyak.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, untuk persoalan itu, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya. Itu (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu mestinya kayak begitu itu tidak disampaikan ke Mahkamah,
tapi sebelumnya disampaikan kepada DKPP.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Itu bukti baru kita temukan, Yang Mulia.
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243.

244.

245.

246.

247.

248.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh ya, tetapi menyampaikan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Jadi mulai dari saksi (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ke DKPP sebetulnya kalau itu. Ya, silakan saja ditambahkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Nanti akan Mahkamah pertimbangkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kami tambahkan hal itu, kalaupun tidak bisa dijadikan dalil, tapi
kami mohon mungkin dalil yang lain bisa meng ... mengakomodir itu,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pokoknya kalau (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Terus, selain itu, Yang Mulia (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pokoknya kalau untuk buktinya ditambahkan, silakan.
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251.
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253.
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255.

256.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Selain itu, ada petugas PPK dan PPS ... izin, kalau tidak salah PPK
dan PPS yang mendatangi kader kami untuk menawarkan penyetingan
perolehan suara.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Penyettingan perolehan suara.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu dilaporkan enggak ke Bawaslu, minimal?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Izin, Yang Mulia. Hal itu tidak terjadi, tapi mereka sudah sempat
datang berombongan datang ke tempat kader. Tapi, tidak jadi karena
dengan alasan mereka sudah punya ... saat direspons penawaran itu,
mereka menolak karena mereka sudah punya struktur masing-masing,
sudah punya pegangan masing-masing, anggap saja begitu. Nanti akan
dijelaskan oleh saksi fakta.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Dan saat mereka menawarkan itu, mereka dengan alasan
menjelaskan bahwa mereka pem ... sudah mempunyai struktur untuk
melakukan hal itu.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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263.

264.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Itu yang bisa kita buktikan. Termasuk yang masalah komisioner
tadi, termasuk bukti-bukti transfer, dan orang yang terlibat dalam proses
pencalonan menjadi komisioner itu yang terlibat, dia juga menjadi saksi
fakta kita, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi itu yang dipersoalkan di MK itu berhubungan dengan
pengaruhnya dalam persoalan perolehan suara.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Sudah jelas sangat pengaruh dalam perolehan suara, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, tapi karena kita (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kalau orang, ya (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak bisa, harus ... itu asumsi, kan? Itu dengan adanya itu,
menguntungkan siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Sudah jelas, Yang Mulia. Dia membantu menempatkan (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi menguntungkan siapa? Di situ kan (...)
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267.

268.

269.

270.

271.

272.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Menggunakan yang ... menguntungkan yang menyediakan dana
untuk dia menjadi komisioner dan dia sekarang faktanya menjadi peroleh
suara terbanyak, gitu.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, oke. Itu kan asumsi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Enggak. Proses awal (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Nanti begini, itu asumsi nanti kita yang menilai nanti.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Siap, siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Nanti dijawab yang Termohon.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Izin, izin, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu kan menurut Saudara, ya, kan? Belum tentu itu terbukti dan
itu belum tentu ada jawaban dari Termohon dan Pihak Terkait, gitu lho.
Jadi, itu asumsi. Jangan bicara asumsi tapi tidak ... anu ... buktinya juga
... pengaruhnya itu di situ. Wong kita itu mengatakan begini, ya, ada
DPT yang sudah meninggal kok nyoblos, itu salah. Kok dicoblos. Tapi, itu
menguntungkan siapa? Dia nyoblosnya ke siapa? Tapi, kalau itu dicoblos,
diklaim bahwa itu mencoblos yang menang, belum tentu, gitu lho.
Karena tidak bisa kita masuk ke bilik suara. Itu siapa yang tahu? Kan
susah.
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274.

275.

276.

277.

278.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama saja begini. Kemarin ada dalil, “Di dalam keluarga saya, itu
ada 5 orang. Karena saya mencalonkan, maka mestinya lima-lima itu
mencoblos saya. Lho, kok tidak ada suaranya yang 5 itu?” Karena di
dalam keluarga, bisa saja yang satu nyoblos A, yang du ... anaknya
nyoblos B, bapaknya nyoblos C, ibunya nyoblos ... anu. Karena semacam
itu kan rahasia. Lah, kalau diketahui namanya kan bukan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, kan gitu.

Nah, itu tuh namanya asumsi. Lah asumsi itu harus dibuktikan
betul ada pengaruhnya, gitu Iho, ya.

Ini berarti sudah selesai untuk yang Dapil I Jambi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, jadi masih ada yang ingin kami sampaikan sedikit, Yang Mulia.
Mengingat bahwa kami menyampaikan bahwa adanya bukti fakta yang
baru itu, itu mungkin menjadi pertimbangan, Yang Mulia. Bahwa ini akan

()
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, semuanya dipertimbangkan. Semua yang berkembang di
dalam persidangan pasti kita pertimbangkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Dan sebenarnya mengingat memang Yang Mulia tidak me ... me
. menerima untuk perbaikan yang terbaru, sebenarnya kami sudah
membuat permohonan yang mungkin lebih agak sedikit lebih baik.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kalau permohonan dimasukkan sekarang, berarti perbaik
kata ... perbaikannya sudah lewat waktu.
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282,

283.

284.

285.

286.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena begini kan, permohonan yang pertama waktunya 3x24
jam setelah KPU memutuskan per ... putusannya 987. Itu diputus oleh
KPU pukul 01.46 WIB, 3x24 jam. Perbaikannya 3x24 jam. Lah, sekarang
perbaikan Anda sekarang, ya, enggak dinilai, kan, sudah lewat waktu
panjang sekali, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia. Tapi kami mengingat dalam permohonan
sebelumnya menitipkan petitum alternatif, jika Yang Mulia berpendapat
lain mohon (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Silakan saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Putusan seadil-adilnya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, silakan saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Jadi, kemungkinan permohonan kami yang terbaru ini kami
lampirkan sebagai bukti walaupun ada atau tidak ada nilainya. Tapi, kami
berharap Mulia untuk membacanya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, enggak bisa.
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289.

290.

291.

292.

293.

294.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Sebagai alat bukti, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, enggak bisa, jangan begitu. Ini kita tadi kan kita sudah
menegaskan, yang dipakai sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara ini adalah permohonan yang Anda ajukan
perbaikannya pada tanggal 31 Mei. Lah, sekarang kalau Anda bacakan
yang lain, kan sudah ... itu Termohon, Pihak Terkait kan jadi bingung,
dia harus menanggapi yang mana, gitu lho.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Tidak. Saya tidak akan membacakan yang terbaru ini. Tapi saya
akan melampirkan ini dalam alat bukti.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, ya, silakan dilampirkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Dan kami berharap (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Lah, itu yang jadi masalah dilampirkan sebagai apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Saya sebagai alat bukti, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, bukti, silakan.
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300.

301.

302.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Silakan kalau untuk bukti.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Minimal mungkin mena ... menjadi pilihan Yang Mulia, untuk
menentukan pertimbangan hal yang lain (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, enggak bisa (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Hal yang (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pasti ... pasti kita enggak bisa. Karena itu sudah lewat tenggang
waktu yang lama sekali. Pasti tidak dipertimbangkan, itu Iho. Ya. Lho,
jangan gedek-gedek, itu hukum acaranya begitu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini kan, peradilan ini peradilan yang ada hukum acara nya.
Sekian waktunya diatur, apanya diatur. Kita mempunyai kewenangan

apa, kok, terus semuanya harus anu ... permohonan kapan pun. Lah,
permohonan nanti diajukan setelah memutus. Lah, percuma juga, kan?
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308.

309.

310.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Gitu, lho. Anda sudah beracara di sini sudah berapa kali?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Lumayan ada 3 kali, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya kan mestinya sudah pengalaman kalau begitu sudah tahu
persis, kan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Ya, sekarang petitumnya untuk Dapil I Jambi, apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Jadi, mengingat bukti-bukti yang kami ajukan juga agak sedikit
melebihi dari permohonan, jadi karena terlalu banyak pelanggaran di
Dapil Jambi I yang cukup merata, awalnya kami mengajukan petitum
untuk minta mohon dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di 3
kecamatan. Tapi dengan adanya fakta-fakta yang baru tadi, kami
menginginkan Yang Mulia Majelis memerintahkan untuk melakukan
pemungkatan ... pemungut ... penghitungan suara ulang saja di ...
khusus di Dapil Jambi I.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, yang tertulis saja di sini dibacakan.
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318.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, gini Iho,. Tadi perubahan boleh dilakukan hanya perubahan
redaksional. Kalau itu yang dibacakan, berarti perubahan petitum, ya,

kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Gimana, coba?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan dibacakan sesuai dengan apa yang ada di permohonan
terakhir ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Saya ... mungkin saya mohon anggap di ... anggap dibacakan
saja, Yang Mulia. Mengingat perum ... permohonan yang saya bawa ini
kayaknya permohonan awal bukan permohonan perbaikan. Jadi, apa
yang sudah saya sampaikan dalam perbaikan itu, itulah petitumnya,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Berarti dianggap sudah dibacakan, ya, sesuai dengan

permohonan Anda. Lho, kok bisa berangkat, kok yang dibawa yang awal
kenapa enggak yang perbaikan?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Khilaf, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Manusia memang penuh khilaf. Baik dimaklumi.
Sekarang yang Jabung Timur. Ya, sekarang Jabung Timur, kan

ada 2 dapil tadi .

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Siap, siap, Yang Mulia.

Kalau untuk Daerah Pemilihan Jabung Timur ini, kami
mengangkat masalah perolehan suara di TPS 15 ini melalui Situng.
Melalui Situng yang kami bandingkan dengan DAA-1 dan C-1 dan ada
selisin. Dan bu ... sebenarnya nanti kami akan buktikan, bukan cuma
sekadar 5 TPS sini saja. Karena 5 TPS ini yang kami temukan saat
permohonan ini sedang dibuat.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS 15, TPS 7 (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

TPS 7.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS 7 di kec ... Kecamatan Dendang itu Kelurahan Catur Rahayu
itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus TPS 7 Sidomukti, Kelurahan Sido Mukti?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terus TPS 6 Desa Talang Babat itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini yang dipersoalkan hanya TPS-TPS ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Menurut Anda, ada penambahan suara untuk PAN, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, sehingga merugikan PBB?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang diperbandingkan C-1 Situngnya dengan DAA-1, gitu toh?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Yang menjadi dasar Anda, itu perhitungan di Situng atau
DAA-1?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Kita memang ... karena ada perbedaan yang me ... karena adanya
perbedaan itu, makanya kita angkat, Yang Mulia. Jadi, kami
berkeyakinan bahwa Situng itu adalah Situng pegang ... C-1 pegangan
Termohon yang di-posting di internet, di-web-nya. Jadi, logikanya kalau
Situng itu yang di-posting, maka harusnya sama dengan C-1 yang lain.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi kan begini. Situng ... yang di-upload di Situng itu kan
memang yang upload-an pertama. Itu di ... Situng itu tidak dipakai
sebagai alat untuk menentukan perolehan suara yang sah. Undang-
undang mengatakan, “Untuk menentukan perolehan suara yang sah,
baik bagi parpol atau bagi anggota calon legislatif.” Yang dipakai apa,
menurut undang-undang?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, yang C-1 sudah di ... melalui tahapan-tahapan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, jadi kan yang dipakai yang resmi adalah rekapitulasi atau
perhitungan mulai dari TPS sampai rekapitulasi yang dilakukan secara
berjenjang. Nah, kalau Situng itu berarti kan masih kemungkinan terjadi
koreksi. Lha, kalau ada perbedaan antara Situng dengan yang rekap ini,
yang dipakai mana? Yang dipakai yang berjenjang, kan? Bukan yang
Situng.

Nah, itu bisa dibandingkan menjadi valid, Anda punya C-1 yang
dibawa saksi dibandingkan dengan C-1-nya yang berhologram yang
kepunyaan Termohon. Lho, bedanya di mana? Kita biasa nanti
menyandingkan di dalam persidangan ini kalau sudah pembuktian.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau dibandingkan dengan Situng yang di-upload dengan yang
ini, kita lebih percaya pada C-1 yang berhologram, gitu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Tapi permasalahannya lain, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Apa? Yang permasalahan lainnya di mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Jadi, di sini ada bermacam-macam variasi. Jadi ada Situngnya ...
penulisan dan jumlahnya sama dengan C-1, tapi setelah dihitung
sebenarnya salah, itu.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, nanti itu bisa dibuktikan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Salah, tapi tetap masih dihitung dan direkap sampai ke tingkatan
selanjutnya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Situngnya tapi?

43



351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Situngnya dan C-1 nya sebenarnya sama dari model, dan bentuk,
dan ... tapi kalau dihitung sebenarnya salah dengan penjumlah di
ujungnya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Dan itu pun tetap terekap sampai ke atas.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi itu tadi yang didasarkan undang-undang, yang dipakai
untuk menentukan suara sah bagi perolehan suara adalah penghitungan
suara yang dilakukan secara berjenjang. Itu, ya?

Oke, itu yang menjadi dasar kita mengadili, itu ketentuan undang-
undang itu, ya? Baik, kalau begitu, petitumnya apa yang untuk ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Untuk ini. Pertama, kalau masalah mengabulkan mungkin tidak
saya bacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, dianggap dibacakan yang poin 1.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Yang kedua, membatalkan di 2 dapil tersebut sepanjang di 2 dapil
tersebut, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, membatalkan Putusan KPU Nomor 987, sepanjang itu, di
Tanjung Jabung itu.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Jambi I.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, Jambi I. Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Terus, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan
pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung
Jabung I ... Tanjung Jabung Timur I, khusus di TPS 15 Desa/Kelurahan
Sumber Naik dan TPS 7 Desa/Kelurahan Sabak Ilir yang keduanya di
Kecamatan Muara Sabak Timur.

Terus di TPS 7 Desa Catur Rahayu dan TPS 7 Sido Mukti,
keduanya di Kecamatan Dendang, serta di TPS 6 Desa/Kelurahan Talang
Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu yang untuk itu. Tapi yang untuk Jambi tadi sebetulnya
Saudara itu di dalam permohonannya hanya meminta PSU di Kecamatan
Alam Barajo, Kecamatan Palmerah, dan Kecamatan Kota Baru, ya? Tapi,
tadi Anda kan mau mengubah menjadi seluruh Jambi, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Tapi penghitungan saja (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak boleh ... anu ... ini kan PSU, kan, Anda mintanya?
Pemungutan suara ulang, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, tapi perubahannya cuma pingin penghitungan saja, Yang
Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Enggak bisa, kan sudah, itu mengubah petitum. Ya, terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Itu saja, Yang Mulia, mungkin yang perlu dibacakan. Kalau yang
lainnya dianggap dibacakan saja.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Terima kasih kalau begitu.
Bukti-buktinya sekarang, silakan, Anda kalau ... anu

menyiapkan bukti-buktinya supaya segera dimasukkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 MEIZALDI MUFTI (PBB)

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sekarang kita lanjutkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, kita ... anu dulu ... kita klarifikasi dulu supaya sama ...
kesamaan, ada kesamaan persepsi. Provinsi Jambi Perkara Nomor 26-01-

05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saudara pertama kali memasukan permohonan kapan itu?
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KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Izin, Yang Mulia. Pertama kali kami masukkan perkara ini adalah
tanggal 23 Mei (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
23 atau 247

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

23 Mei, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hah? Di tempat kami, perka ... pertama itu 24 Mei pukul 00.25
WIB? Yang betul yang mana itu?

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ini tanggal 23 karena ini saya ingat betul saya sendiri yang ada
memasukkan. Jadi, perkara ini sesungguhnya awalnya adalah (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Enggak ini, 2 ... 24 ini, coba ini aslinya, mana asli, mana mbak?

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Mohon dikoreksi, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Yang dikoreksi, yang betul?

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya, maksudnya mohon ... mohon untuk di ... apa ... dikoreksi

menurut kami karena saya sendiri juga yang waktu itu melakukan
pendaftaran itu (...)
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HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho enggak, kan itu kan Anda kan pakai jeglok gitu, kan? Jumat,
24 Mei. Ini akta penerimaannya juga ada ini. Jadi, begitu Anda masuk ke
sini, itu yang dimasukkan itu, bukan diterima di Kepaniteraannya, kapan
berdiskusi dengan penerima, tapi pada waktu Anda memencet bel itulah
yang dipakai langsung. Jadi, sudah tidak bisa digeser-geser itu. Ya? Ini
jelas semuanya tercatat di sini. 24 Mei pukul 00.25 WIB.

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya. Saya kira elektronik, Yang Mulia. Kalau memang saya
mengikuti tertulis di ... apa namanya ... di Mahkamah.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, persoalannya apa? 23 sama 24 ada bedanya? Kalau 24 Mei
ini, masih masuk tenggang waktu enggak ini? 24 Mei, 00.25 WIB. Paling

lambat Anda tahu kapan?

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Dihitung dari 21 Mei, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. 21 Mei sampai yang terakhir berarti 24 Mei, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Lah, ini jamnya masih memenuhi syarat apa enggak?

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Masih, Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Hah? Masih, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya, masih.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kalau lewat waktunya itu kan pukul 01.46 WIB.

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Anda memasukan pukul 00.25 WIB.

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya, masuk, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Masuk, kan? Lah kenapa tadi masih minta 23, 24 aja masih
masuk.

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Kami ada beberapa perkara yang
masuk, saya mengingat antara 23 atau 24.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini 24 ini persis ini (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Aslinya, kemudian ini Berita Acaranya semuanya 24.

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah ini yang baru masuk apa ini? Oh, kok terlambatnya lama
sekali? Oh, nunggu apa? Oh, untung ... sudah dicoret, Pak Ketua, tadi?
Ini sekarang kita sudah mulai PKB. Padahal Hanura sudah lewat apa
belum ini? Hanura belum lewat, ya? Pemohon Hanura belum lewat, ya?
Nomor 6. Oh, ya, belum lewat. Kalau sudah lewat ya ... anu ... lho,
untung belum lewat. Ya, lain kali jangan terlambat, ya? Ya. Untung
belum lewat, kalau lewat urutan yang pertama berarti sudah lewat Anda.
Kalau sudah lewat, ya sudah keretanya sudah jalan.

Baik, terus kemudian perbaikannya kapan, Mas?

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya. Kami melakukan perbaikan, Yang Mulia, pada tanggal 30 Mei
2019.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Pukul 16.00 WIB, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Siap, pukul 16.00 WIB sore.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang yang dipakai yang perbaikan?
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KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Perbaikan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu kita sekarang lihat perbaikannya. Jadi, ini
persoalan internal atau persoalan dengan partai lain?

KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 26-01-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Partai lain, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, ini persoalan ... mempersoalkan dengan partai
apa ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Partai Hanura, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Hanura?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, Pihak Terkait Partai Hanura tahu bahwa ini yang
dipersoalkan adalah konflik dengan perolehan suara dengan Partai

Hanura. Terus, Kedudukan ... Pak Muhaimin tanda tangan sendiri, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Tanda tangan, Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Bersama Pak Hanif, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Hanif Dhakiri.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus kemudian, tenggang waktunya juga sudah oke,
kewenangan oke, kedudukan oke. Yang dipersoalkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Baik, Yang Mulai. Mohon izin kami (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu ada ... ada berapa? Satu ... itu yang Kabupaten Tanjung
Jabung, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Untuk di Jambi ini kami cuma satu saja, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tanjung Jabung Timur Dapil III?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Jadi ... Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Jadi, Tanjung Jabung Timur ini kita untuk Dapil III.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Terkait dengan caleg kita di DPRD itu Nomor Urut 4 atas nama M.
Samin.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Mohon izin untuk menyampaikan highlight untuk perkara kami?
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Silakan, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Jadi hanya satu dapil, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

53



437.

438.

439.

440.

441.

442,

443,

444.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Jadi di ... ada persoalan yang menurut kami ini perlu kami ajukan
di Mahkamah dikarenakan atas rekapitulasi suara untuk DPRD Kabupaten
Tanjung Jabung Timur III ini.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Yang menurut perhitungan Termohon, ini ada selisih angka minus
59. Artinya adalah PKB kalah dibandingkan dengan suara Hanura. Jadi,
kalau untuk yang direkap 987 dan seterusnya itu, khusus untuk Daerah
Pemilihan Tanjung Jabung Timur III, PKB memperoleh suara 1.879, Yang
Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Sementara Hanura 1,938. Artinya, memang ada selisih minus 59.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

PKB di bawah Hanura.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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445,

446.

447.

448.

449,

450.

451.

452.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Nah, menurut kami, rekapitulasi tersebut tidak sah dan tidak
benar karena tidak didasarkan pada Form C-1 yang benar yang kami
terima.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Jadi kalau kita melihat di ... karena ini dalah Dapil 3 meliputi
Mendahara ... kecamatan Mendahara maksudnya, terus kemudian
Mendahara Ulu dan Geragai, kami menemukan berdasarkan Form C-1 di
Kecamatan Mendahara itu Pemohon suaranya berkurang 21 dan untuk di
Mendahara Hulu itu kita berkurang 10. Jadi, totalnya ada 31. Itu kami
dasarkan pada P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, dan P-8.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. ada (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Nah (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada buktinya, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.
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453.

454.

455.

456.

457.

458.

459.

460.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Nah, secara a contrario, Hanura justru ditambahkan, jadi
memperoleh keuntungan karena ada penambahan suara dan
penambahan suara itu kemudianlah yang di dalam rekap itu menjadikan
melampaui suara dari PKB.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Itu tertera dan terlihat di Desa Pangkal Duri Kecamatan
Mendahara, itu di TPS 4, Yang Mulia. Kami buktikan ada (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
TPS 4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

P-9 dan P-10. Hanura yang seharusnya itu adalah ... tidak dapat
suara alias 0, tetapi kemudian di bukti kami di P-10 itu ditulis 30. Jadi
kami punya ... menyandingkan 2 bukti, kalau P-9 kami terima Form C-1
nya itu adalah 0.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Tetapi justru yang digunakan oleh Termohon adalah yang
angkanya 30.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

30.
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461.

462.

463.

464.

465.

466.

467.

468.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Itulah menurut kami dari satu sisi kami berkurang 31, tapi di sisi
lain Hanura kemudian bertambah 30.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1I/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Nah, kalau kemudian dari angka 1.879 PKB itu kita tambahkan
dengan 30 kemudian Hanura kita koreksi dengan kita ... mohon maaf,
untuk ... untuk PKB 1.879 kita tambahkan 31, kemudian kalau untuk
Hanura dikoreksi 1.938 kemudian dikurangi 30, maka angka yang
kemudian kalau kita koreksi, angka PKB menjadi 1.910, sementara
terkoreksi untuk suara Hanura adalah 1.908. Jadi (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Jadi selisih 2 suara untuk keunggulan PKB, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Siap, Yang Mulia. Itu (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu suara yang benar menurut Pemohon, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Itu suara yang benar menurut Pemohon.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena terjadi seperti yang didalilkan tadi, ya?
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469.

470.

471.

472.

473.

474.

475.

476.

477.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada persoalan di Mendahara, Mendahara Ulu, Geragai, gitu ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Terkhususnya dari 3 Kecamatan, Mendahara dan Mendahara Ulu
saja.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Baik. Sudah? Dalilnya itu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1I/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya. itu dalil-dalil kami yang kami sampaikan di dalam Posita dan
mohon izin kami menyampaikan untuk Petitum kami.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Petitum kami.
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, dianggap dibacakan. Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1I/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Yang kedua adalah menetapkan perolehan suara yang benar
untuk Pemohon.
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478.

479.

480.

481.

482.

483.

484,

485.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Untuk pengisian Keanggotaan DPRD Tanjung Jabung Timur pada
Dapil III.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Urutannya kalau ... anu ... begini, sebetulnya mengabulkan,
membatalkan dulu, terus baru menetapkan yang benar.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya, seharusnya yang keempat naik ke atas. Terima kasih, Yang
Mulia, diingatkan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Kemudian menetapkan Pemohon atas nama Muhammad Samin
sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
terpilih dari Dapil III Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu,
dan Kecamatan Geragai (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, yang ketiga ini bukan kewenangan kita.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya, ini Termohon, Yang Mulia.
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486.

487.

488.

489.

490.

491.

492,

493.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu kewenangan Termohon. Jadi, sebetulnya nanti yang harus
diperhatikan kita itu, ya, membatalkan dulu, baru menetapkan perolehan
suara yang benar yang nomor 2 itu. Nah, suara yang benar sebagaimana
ada di poin 5 gitu, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Silakan, yang poin 5.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Poin 5. Memperbaiki dan menetapkan hasil perolehan suara yang
benar untuk ... sepanjangan Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur III, sebagai berikut. Untuk PKB adalah 1.910, sementara
untuk Hanura 1.908.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Enam, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk
melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Saya pikir itu, Yang Mulia.
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494.

495,

496.

497.

498.

499.

500.

501.

502.

503.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Terima kasih banyak kesempatannya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada lagi? Cukup?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1I/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Cukup, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik, terima kasih.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Oh, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Mohon ... mohon izin sekali lagi, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Di bawah kami sertakan untuk menguatkan bukti berkurangnya
suara 31 tadi, kami melengkapi tambahan Form C-1, Yang Mulia.
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504.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

511.

512.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sebentar, sebentar. Silakan, dilanjut ... tadi diulangi,
gimana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya, Yang Mulia. Untuk melengkapi bukti kami.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Untuk yang kami dalilkan, kami berkurang minus 31.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Kami izin menambahkan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Silakan. Ada tambahan bukti, ditambahkan menjadi bukti P
berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Jadi Bukti P-12.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

P-12.
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513.

514.

515.

516.

517.

518.

519.

520.

521.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

A. Kemudian sampai dengan ... inia, b, ¢, d, e f, g, h, i, j
Yang Mulia. P-12A (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sampai P-12J?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1I/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
A sampai J, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Segera di ... anu ... sampaikan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Sudah dileges, kami siapkan sekarang.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Berarti nanti d daftar ditambahkan untuk P-nya itu ada
tambahan ada P-12A sampai P-12C, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya, sudah termasuk kami sampaikan daftar alat buktinya.
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522.

523.

524.

525.

526.

527.

528.

529.

530.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kemudian saya minta klarifikasi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVI1I/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Baik.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk Kuasanya, ini di sini yang pertama ada nama sejumlah 14,
ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

PKB, Yang Mulia?
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh, PKB.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Tidak ada, Yang Mulia. Untuk permohonan pertama sebenarnya
adalah hanya rekan kami yang dari Jambi namanya Hafiz.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Havis dan Gatra.

64



531.

532.

533.

534.

535.

536.

537.

538.

539.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Gatra.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Kemudian karena kita rekan Havis itu bergabung di tim DPP PKB.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Oleh karena itu, di dalam perbaikan ada surat kuasa yang kami
sampaikan meliputi (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Mulai Syarif Hidayatullah sama (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Syarif Dayatullah ... Syarif Hidayatullah, saya sendiri Syamsul
Huda Yudha, Teja, Ade, Indri dan seterusnya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Telah dimasukkan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ya, Yang Mulia.
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540.

541.

542.

543.

544,

545.

546.

547.

548.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Ini perbaikannya di situ, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti surat kuasa yang baru ditambahkan karena belum ada di
sini surat kuasa yang baru.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Oh, baik. Saya sampaikan saat setelah ini, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, ya. Cukup, ya, dilengkapi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang berikutnya dari PDIP, Perkara Nomor 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Sebelumnya mohon izin, Yang Mulia. Tadi kami menyampaikan
bukti tambahan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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549.

550.

551.

552.

553.

554.

555.

556.

557.

558.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Mohon disahkan nanti di akhir persidangan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sudah diserahkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Sudah, Yang Mulia, tadi.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, baik, nanti disahkan di akhir persidangan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Ya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

72-03-

72-03-

72-03-

Terus silakan, Saudara mengajukan yang pertama kali

permohonan ini kapan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Yang pertama kali 21 Mei pukul 01.46 WIB, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
21 Mei?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cepat sekali berarti itu.

72-03-

72-03-
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559.

560.

561.

562.

563.

564.

565.

566.

567.

568.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Eh, sebentar, sebentar. Bukan, bukan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, itu baru diputuskan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Oh, itu ininya ... salah, salah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baru diputus KPU.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Mohon maaf. Ya. Tenggang waktu (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
23 Mei (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Ya, 23 Mei pukul 23.31 WIB.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Pukul 23.31 WIB.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

23 Mei pukul, ya 23.31 WIB, ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian perbaikannya?

72-03-

72-03-

72-03-

72-03-

72-03-
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569.

570.

571.

572.

573.

574.

575.

576.

577.

578.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Perbaikannya tanggal 30 Mei pukul 23.34 WIB.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
23.34 WIB.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Betul, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini ditandatangani oleh Ibu Mega dan Pak Hasto, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Benar, Yang Mulia. Sudah ditandatangani.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Dan dikuasakan kepada kami dari (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saudara, ya?

72-03-

72-03-

72-03-

72-03-

72-03-
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579.

580.

581.

582.

583.

584.

585.

586.

587.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Betul?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi untuk yang kedudukan hukum, untuk kewenangan ... yang
dipersoalkan Putusan Nomor 987, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Yang penetapan 987.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Keputusan KPU itu.

KUASA HUKUM PEMOHON 72-03-05/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Ya.
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588.

589.

590.

591.

592.

593.

594.

595.

596.

597.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kedudukan hukum, tenggang waktu enggak ada masalah.
Sekarang yang dipersoalkan di dapil mana saja ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Yang dipersoalkan kami untuk Provinsi Jambi ini hanya di Dapil V.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dapil V.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Dapil V Kota Jambi.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, hanya 1 dapil, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Hanya 1 dapil.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Silakan dilanjutkan, apa yang dalil Anda yang menjadi persoalan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
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598.

599.

600.

601.

602.

603.

604.

605.

606.

Yang menjadi permasalahan adalah ada di Kecamatan Jambi
Selatan dan di Kecamatan Paal Merah, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Dimana di ... ada 5 TPS di 2 kecamatan tersebut yang telah
terjadi kesalahan penulisan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Yang mengakibatkan pada pertambahan perolehan suara Partai
Perindo dan kami tetap (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Yaitu tersebar di Jambi Selatan ini di Kelurahan The Hok TPS 53,
di 4 Kelurahan Pakuan Baru.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Pakuan Baru.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Kemudian, di Palmerah di TPS 29 Kelurahan Payo Selincah.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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607.

608.

609.

610.

611.

612.

613.

614.

615.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

TPS 85 Kelurahan Eka Jaya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Dan TPS 29 Palmerah yang terakumulasi total telah bertambahnya
kelurahan ... apa (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Untuk Perindo 11 suara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

11 suara, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, vya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Seperti itu. Nah, kemudian ini bukti-bukti juga sudah kami
sampaikan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu di bukti P-2, P-4, P-6 sampai dengan P-10, itu ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

P-2, ya, sampai P-16. Ada (...)
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616.

617.

618.

619.

620.

621.

622.

623.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Untuk ini dulu, termasuk kemudian yang di Palmerah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu bukti 14, P-15 itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah pada saat di dalam
pleno itu, C-1 plano itu telah berubah berbeda dengan C-1 Plano yang di
... pada saat dilakukan penghitungan di tingkat TPS, Yang Mulia,
khususnya di TPS 53. Kalau yang lain ini, TPS 4, TPS 29, TPS 85 itu
murni perbedaan penghitungan dari C-1 ke Model DAA-1.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Nah, khusus TPS 53 ini kami telah melihat ... apa ... dan telah
mengajukan keberatan di tingkat PPK di Jambi Selatan bahwa C-1 plano
di TPS 53 ini telah berubah berbeda dengan pada saat saksi kami berada
di sana.
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624.

625.

626.

627.

628.

629.

630.

631.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Nah, itu, Yang Mulia. Yang tadinya adalah Perindo ini di TPS 53 ini
0, berubah menjadi 7 dan itu akhirnya yang dijadikan rekapitulasi di
tingkat ... di dalam Form Model DA-1.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Dan DAA-1. Gitu, Yang Mulia dan oleh karenanya, kemudian tiba-
tiba muncul ada D-2 ... apa ... D ... Form D-2 tentang catatan dan
kejadian khusus yang sejatinya itu tidak pernah ditandatangani oleh
saksi kami, saksi mandat di tingkat PPK, tapi ternyata ada tanda
tangannya. Nah, sehingga kami sudah melaporkan pemalsuan tanda
tangan dalam Form Keberatan D-2 yang dilakukan oleh PPK kepada
Bawaslu. Bukti kami lampirkan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di bukti berapa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Ini berkaitan dengan bukti P-15, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
P-15.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

P-15, P-16.
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632.

633.

634.

635.

636.

637.

638.

639.

640.

641.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu pelaporan ada (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

P-17.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tanda tangan palsu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Ya, betul, betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

72-03-

72-03-

72-03-

Yang pada dasarnya kami tidak pernah menandatangani itu.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Keberatan itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Ya, keberatan itu.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

72-03-

72-03-

Nah, kemudian juga, kami untuk khusus TPS 53 ini kami ... me
apa ... membawa perbandingannya juga dengan Form C-1 dari partai lain
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642.

643.

644.

645.

646.

647.

648.

649.

650.

yaitu dari ... yang dimiliki oleh saksi dari Partai Demokrat yang sama
rekapnya dengan (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dengan punya PDIP?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Dengan punya kami. Nah kemudian ... dan dari petugas PPS Desa
The Hok juga dia .. kami memperoleh salinan yang sama
rekapitulasinya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Seperti itu, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu nanti Termohon, ya. Nanti bisa gampang itu mengadunya
yang mana yang betul itu. Hanya di persoalkan di 2 kecamatan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

2 kecamatan. Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jambi Selatan dan Paal Merah itu, ya.
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651.

652.

653.

654.

655.

656.

657.

658.

659.

Terus kemudian suara akhirnya yang betul?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Nah, suara akhirnya yang betul adalah kami karena ini ...

untuk kursi ke-2, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Jadi, secara keseluruhan kami adalah 10.950.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Dan Perindo 3.646.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Jadi, itu nanti masuk di dalam petitumnya, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Jadi, petitumnya nomor 1, 2 itu normatif.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Normatif.

72-03-

apa ...

72-03-

72-03-

72-03-

72-03-
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660.

661.

662.

663.

664.

665.

666.

667.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Nomor 3 ini silakan dibacakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Nah, nomor 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar
menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jambi di
Daerah Pemilihan Jambi V.

Sebagai berikut. Kami hanya akan bacakan 2 partai saja.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Jadi, PDI Perjuangan perolehan akhir di Kota Jambi V ini adalah
10.950 suara. Partai Perindo 3.646. Memerintahkan kepada Komisi
Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila
Mahkamah Konstitusi bependapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ini saja, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Itu saja, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terus, bukti-bukti yang tambahan ada itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Sudah disampaikan.

79



668.

669.

670.

671.

672.

673.

674.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sudah disampaikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Kami khawatir pada saat penyampaian di awal ini ada
kesimpangsiuran atau keselip-selip alat bukti. Makanya, kami lengkapi
lagi dari mulai P-2 sampai dengan yang kami tadi tambahkan adalah P ...
sampai dengan P-19. Sebelumnya kan hanya sampai 5 ... P-15, ya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
15.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Ya. Jadi ada (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada sekarang?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 : ACE KURNIA (PDIP)

Ada. Sudah, sudah disampaikan tadi, Yang Mulia, semuanya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terima kasih. Untuk PDIP, sudah. Sekarang untuk ... ha, ini
Hanura ini. Hanura digeser di belakang karena datangnya terlambat, ya.
Sekarang Demokrat dulu. Ibu ini tadi sudah datang pagi-pagi.

Sebentar, Ibu, ya. Sambil kita klarifikasi, kita cocokkan. Biar
Hanura nunggu agak lama lagi. Itu sanksinya itu datang terlambat,
begitu.

Yang PDIP miknya tolong dimatikan. Supaya, enggak bias.

Ini permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrat. Permohonan
pertama masuk kapan, Ibu?
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675.

676.

677.

678.

679.

680.

681.

682.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Tanggal 24 Mei, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

24, pukul?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Pukul 01.04 WIB.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Masih, ya, masih. Karena yang terakhir pukul 01.46 WIB.
Kemudian, ada perbaikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Ada, Yang Mulia. Tanggal 31 Mei, pukul 08.47 WIB.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus kemudian, ditandatangani oleh Pak SBY dan Pak
Hinca, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Benar, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus kemudian, yang dipersoalkan itu apa?
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683.

684.

685.

686.

687.

688.

689.

690.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-PRD/XVII/2019: AGATA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Indikasi (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pembatalan putusan 987?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti kalau begitu untuk kewenangan, kedudukan hukum,
dan tenggang waktu sudah bisa dimengerti. Sekarang yang dipersoalkan
itu apa, Ibu? Ada berapa dapil?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

2 dapil, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

2 dapil. Yang nomor 1.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

1 Kabupaten (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil Tanjung Jabung Barat V?
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691.

692.

693.

694.

695.

696.

697.

698.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang ke-2 (...)
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Yang ke-2 Kabupaten Sarolangun.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, Ibu, sebentar. Ada tambahan yang akan diklarifikasi
oleh Prof. Enny, Yang Mulia, silakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sebentar, ya. Sebelum dilanjutkan, ini saya klarifikasi. Ini
mengenai Kuasa, ya. Ini kuasa di perbaikan tanggal 31 Mei itu yang
tanda tangan di belakang ini adalah ... memang banyak nama yang
tercantum di belakang. Ini yang tanda tangan adalah Mehbob. Mehbob,
ada?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Mehbob (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian Yandri?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Ada tapi sidang di Panel lain.
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699.

700.

701.

702.

703.

704.

705.

706.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dimaz. Ibu siapa namanya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Agatha A. Lidyawati, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ibu Agatha ini di mana, ya, kok enggak ada yang tanda tangan di
sini? Ini permohonan perbaikan tanggal 31 Mei, kan, Bu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kenapa tidak tanda tangan di sini, Bu?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Kenapa?
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa tidak tanda tangan di permohonan perbaikan ini?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Mungkin pada saat penyerahan, saya waktu penyerahan ini saya

tidak ada di DPP dan mereka datang ke sini, saya sedang ada acara di
luar kota, Yang Mulia.
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707.

708.

709.

710.

711,

712.

713.

714,

715.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini hanya Klarifikasi, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik Ibu. Kita ... yang kedua, dapil yang kedua adalah Kabupaten
Sarolangun. Sarolangun ... di Sarolangun Dapil 1V, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Benar, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada 2 dapil yang dipersoalkan, ya. Untuk yang dapil yang pertama
yang dipersoalkan adalah antara perolehan suara Demokrat dan PKB?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian yang kedua yang dipersoalkan dengan PDIP?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Benar, Yang Mulia.
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716.

717.

718.

719.

720.

721.

722.

723.

724,

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ayo, kita mulai sekarang yang pertama. Ada persoalan apa
di Dapil V Tanjung Jabung Barat?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Mengenai selisih 12 suara, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hanya selisih 12 suara?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

12 suara.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, hanya 12 suara. Kenapa, Bu? Itu di kecamatan?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Di kecamat ... di Kecamatan Pengabuan dan Senyerang.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Senyerang. Pengabuan dan Senyerang.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Berdasarkan DAA-1, DA-1, dan DB-1 (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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726.

727.

728.

729.

730.

731.

732.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Itu Demokrat 1.883.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

1.883?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Ya. Dan PKB itu 1.886. Jadi selisihnya itu 3. Itu yang untuk ini
nya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Untuk desa-desanya itu ... sehingga totalnya itu menjadi 12 suara,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

12. Oke. Jadi ada penambahan di PKB, 12 suara?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Benar, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tapi semestinya menurut Pemohon itu suara ... 12 suara itu
milik Demokrat?
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733.

734.

735.

736.

737.

738.

739.

740.

741.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Milik Demokrat.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi itu, ya, dalilnya, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu ada perbedaan di mananya, di C-1 nya atau DAA-1?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Di C-1 nya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Antara C-1 dengan DAA-1 (...)
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

DAA-1 berbeda.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berbeda, ya. Oke. Itu dalilnya itu saja?

KUASA HUKUM PEMOHON 50: AGATA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Ya, Yang Mulia.
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742.

743.

744.

745.

746.

747.

748.

749.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Karena mempersoalkan hanya di 2 apa ... hanya persoalan
12 suara, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terutama itu di Kecamatan Pangabuan dan Kecamatan
Senyerang?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tahu di keluarahannya di mana itu?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Untuk kelurahan belum begitu dipahami. Mungkin pada saat (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti nanti kita mengeceknya berarti mengecek di tingkat
kecamatan, ya, di PPK, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Ya, Yang Mulia, benar.
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750.

751,

752.

753.

754.

755.

756.

757.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu tadi jadi tolong direspons Termohon. Nanti kita
mengeceknya bisa di rekapitulasi di tingkat kecamatan. Melihat antara
formulir rekap di kecamatan dengan yang mulai dari C-1 di ... hanya di 2
kecamatan ini, ya? Baik. Sudah dimengerti juga untuk direspons
Termohon. Sekarang yang kedua, di Sarolangun IV apa yang terjadi, Bu?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Sarolangun IV juga hampir sama.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hampir sama.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Tapi hanya di 1 TPS, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ini hanya 1 TPS?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Ya. Desa Ranggo Kecamatan Limun Dapil IV.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS berapa itu?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

TPS 03.
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759.

760.

761.

762.

763.

764.

765.

766.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS 03 Desa Sarolangun?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Desa Sarolangun.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Desanya Ranggo, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Desa Ranggo Kecamatan (...)
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Kecamatan Limun.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Limun, Kabupaten Sarolangun.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Dapil IV Kabupaten Sarolangun.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu di dalil yang angka D, ya?
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768.

769.

770.

771.

772.

773.

774.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Ya, betul.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu hanya mempersoalkan berapa ... berapa suara?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Ini 60 suara, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

60 suara. Demokrat memperoleh ini ... mendapat kursi, oh, ya.
Ya, baik. Yang dipersoalkan hanya 60 suara. Terus apalagi, Bu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Sudah, hanya itu saja, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Jadi hanya ... untuk ini Pemohon pada tanggal 26 April, itu sudah
mengadukan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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776.

777.

778.

779.

780.

781.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Terus Bawaslu Panwascam Kecamatan Limun mengeluarkan
rekom. Tapi ternyata tidak dilaksanakan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Nanti itu bisa direaksi oleh teman-teman Bawaslu. Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Itu saja, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian sekarang itu ... petitumnya, Ibu, di dua ... Oh,
masih ada?
Sebelum ... silakan, Prof!

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini yang terkait dengan TPS 3, TPS 3 tadi, ya. TPS 3 tadi ini
yang angka 9 halaman 12 itu, kok kosong semua ini, Bu, ya? Jadi bahwa
jumlah pemilih di TPS 3 di permohonan ini adalah sebanyak titik-titik
suara.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Benar, Yang Mulia. Nanti itu akan di (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dikarenakan suara Pemohon titik-titik, gitu. Lah, ini bagaimana
kemudian kita bisa mempertimbangkan, itu kok titik-titik begitu?
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783.

784.

785.

786.

787.

788.

789.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Nanti akan dibuktikan pada saat pembuktian, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, membuktikan apa titik-titiknya ini?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Untuk suara.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tadi Ibu menyebutkan 60 itu di? Saya cari-cari ini. 60-nya di
mana, ya? Di suara yang di ... apa hamanya ... angka 9 itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

60-nya itu di poin 1, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Poin 1. Kemudian?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Suara PDIP 19.120, suara Demokrat itu (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di 9-nya, kenapa enggak ditulis kemarin?
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790.

791.

792.

793.

794.

795.

796.

797.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Karena masih ada tambahan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini berarti mohon diperhatikan. Ini juga ... ini menyangkut
juga bagi pihak yang lain.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk menjawab, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan dalil masalahnya.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau dalilnya titik-titik suara kan susah juga kita menitik-nitikkan
itu berapa, begitu ya. Jadi, ini mohon diperhatikan bagi apa namanya ...

Pemohon untuk melengkapi yang seperti ini, ya.
Gitu, Pak.
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798.

799.

800.

801.

802.

803.

804.

805.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang anunya ... petitumnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Petitum yang awal dulu, ya, Yang Mulia?

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Yang Tanjung Jabung dulu, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Tanjung Jabung dulu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Petitum. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang suara di
TPS 1 (..)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sebetulnya menggabungkan ... mengabulkan itu, terus
membatalkan Putusan 987, terus kemudian apa yang intinya, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Siap, Yang Mulia.
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807.

808.

809.

810.

811.

812.

813.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul, Ibu?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PSU di mana?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

DiTPS 1, TPS 3 (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS 1, TPS 3.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Desa Sungai.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?
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814.

815.

816.

817.

818.

819.

820.

821.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

TPS 3, TPS 5, TPS 2, TPS 19, TPS 14.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Itu yang di?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Tanjung Jabung Barat.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tanjung Jabung Barat V.
Sekarang yang di Sarolangun IV?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Yang di Sarolangun memerintahkan kepada Termohon untuk
melakukan PSU di TPS 03 Kecamatan Limun.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hanya 1 TPS, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, tidak meminta suara yang benar karena ternyata

Pemohon masih ragu-ragu sehingga tadi juga ditulis 0 kan, gitu kan,
enggak tahu?
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822.

823.

824,

825.

826.

827.

828.

829.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Sebenarnya tidak ragu, Yang Mulia. Itu 60.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kan anu.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Kita berpatokan pada yang suara hilang yang 60, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, makanya itu kalau sudah pasti. Tinggal menentukan suara
yang benar itu ini, tapi ternyata permintaannya karena masih ragu-ragu,
ya, supaya PSU saja, gitu kan?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi, Ibu?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Cukup.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya? Terima kasih. Sekarang Demokrat sudah selesai.
Hanura, sudah ada orangnya?
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830.

831.

832.

833.

834.

835.

836.

837.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Siap, Majelis. Mohon maaf, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tadi soalnya di yang pertama enggak ada, makanya saya
tanya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sambil anu, ya ... supaya enggak tegang ini,
meskipun saya sudah tahu ada, tapi saya tanya, “Sudah ada?” Gitu kan.

Ya, Saudara permohonan pertama diajukan kapan?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Pada tanggal 20 (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

24 Mei?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ya, betul, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pukul 00.15 WIB.
Terus perbaikannya? 30 Mei?
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838.

839.

840.

841.

842.

843.

844.

845.

846.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

30 Mei.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pukul 23.51 WIB?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang yang dipakai yang mana?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Yang 23 Mei, pukul 00.15 WIB.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang 30 Mei, ya? Yang perbaikan berarti, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ya, baik.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Saudara ini antarpartai atau internal partai?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Antarpartai, Majelis.
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847.

848.

849.

850.

851.

852.

853.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Antarpartai. Permohonan sudah ditandatangani Pak Oesman
Sapta dan Pak Herry?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Melalui kuasanya, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Melalui ... ya. Yang dipersoalkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Awalnya kami mempersoalkan mengenai ada 3, Yang Mulia. Yang
pertama mengenai perbedaan selisih suara antar ... antara partai, yaitu
Hanura dan Golkar pada ... dengan perebutan kursi terakhir, ke-6, Yang
Mulia. Cuma karena memang ternyata pada saat dicari buktinya masih
belum cukup yang perselisihan suara tersebut, kami tarik, Yang Mulia.
Jadi, kami hanya meminta pemungutan suara ulang, Yang Mulia, di
kabupaten tersebut khususnya Dapil V, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil Kerinci V?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang disebutkan. Dapil?
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854.

855.

856.

857.

858.

859.

860.

861.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Dapil Kerinci V.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil Kerinci V, ya.
Terus ada lagi? Dapil yang lain enggak, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Enggak, Yang Mulia. Hanya itu saja.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hanya 1 dapil, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, saya minta penegasan. Ini hanya mempersoalkan 1 dapil,
yaitu Dapil Kerinci V?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dapil Kerinci V, itu terdiri dari kecamatan apa saja?
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862.

863.

864.

865.

866.

867.

868.

869.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Saya tidak hafal, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kecamatan Keliling Danau, Gunung Raya, dan Bukit Karman ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada di permohonannya kok.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, gimana anunya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Jadi, pada pokoknya kami meminta pemungutan suara ulang
dengan dalil-dalil bahwa terdapat perbedaan DPT, DPTb, dan DPK di
dalam form C-1, DA-1, dan DB-1, Majelis. Dugaan yang pertama.

Untuk dugaan yang kedua, kami menduga ada pemilih suara
ganda yang berjumlah 99 pemilih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini yang perlu kita perdalam ini. Apa yang dimaksud dengan
pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali?
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870.

871.

872.

873.

874.

875.

876.

877.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Jadi, pemilih tersebut sudah terdaftar di TPS yang lain
sebagaimana di dalam (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS mana itu?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ini kita fokuskan kepada Desa Pancuran Tiga TPS 1, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS 01, Pancuran Tiga?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini soalnya kan harus di ... anu ... sana.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pancuran Tiga?
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878.

879.

880.

881.

882.

883.

884.

885.

886.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ya. Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu ada pemilih ganda berapa orang di sini?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Di sini 7, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

7. Terus ada lagi?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Di TPS 3 nya masih desa yang sama (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS 3, Pancuran Tiga. He eh?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

10 pemilih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

10?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Lalu, di Desa Tanjung Pauh Mudik.
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887.

888.

889.

890.

891.

892.

893.

894.

895.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

TPS 1 itu ada 16 pemilih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS 1? Apa namanya tadi?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Tanjung Pauh Mudik.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tanjung Pauh Mudik. Berapa?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ada 16 pemilih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

16. Jadi, ada berapa ini? 33?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Masih berlanjut, Yang Mulia (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ada lagi?
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896.

897.

898.

899.

900.

901.

902.

903.

904.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ada 99, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Lalu, di Desa Bukit Pulai, TPS 1 (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS 017
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Satu pemilih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukit Pulai?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Bukit Pulai, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukit Pulai, satu?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43 -13-05
/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Satu pemilih, Yang Mulia.
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905.

906.

907.

908.

909.

910.

911.

912.

913.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Lalu, di Desa Punai Merindu TPS 3.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Punai Merindu?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bagus namanya ini. Ya TPS 37?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Di TPS 3 ada 5 pemilih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

5 pemilih.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul. Lalu di desa ... Desa Sumur Jauh (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sumur Jauh?
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914.

915.

916.

917.

918.

919.

920.

921.

922,

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

TPS 1.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS 1?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ada 4 pemilih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

4 pemilih. Ya, total berapa itu jadinya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Masih berlanjut, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Masih ada berapa lagi?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ada 99 pemilih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, 99?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ya.
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923.

924,

925.

926.

927.

928.

929,

930.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Pokoknya itu ada pemilih ganda di situ, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ya, di tabel-tabel tersebut, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, secara keseluruhan ada berapa pemilih ganda? 907?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

99, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Suara ... ini menurut Pemohon, pemilih ganda itu yang nyoblos
berapa orang? Satu orang atau dua orang atau berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)
Yang diketemukan satu orang mencoblos dua kali, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, coblos dua kali. Itu buktinya apa itu Saudara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Yang ditemukan, kami menemukan dari daftar hadir yang telah
kami foto dan ada saksinya, Yang Mulia.
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931.

932.

933.

934.

935.

936.

937.

938.

939.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi itu kan begini, ya, untuk bisa membuktikan. Ini ada DPT
ada nama orang?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian, ini nyoblos dia ada daftar hadirnya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

C-7,ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

... anu ... Bawaslu, ya. C-7, ya, Pak? Pak Afifuddin? C-7. Ini nanti
dicocokkan, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dia nyoblos di TPS ini, tapi juga nyoblos di daerah lain?
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940.

941.

942,

943.

944,

945.

946.

947.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia, di TPS lain.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Baik.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Dan ada yang beda dapil juga, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ada yang beda dapil juga. Karena di undang-undangnya, Pak
Afif, Kalau nyoblos lebih dari 2 orang bisa di PSU, kan, ya? Oh, oke. Itu
yang Anda maksud, ya, dalilnya, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Hanya itu dalilnya berarti yang utama?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk TPS-TPS yang saya sebutkan, sehingga itu perlu
direspons, benar enggak? Nanti kita cocokan itu.
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948.

949.

950.

951.

952.

953.

954.

955.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, tidak menentukan suara yang benar atau ... anu ... tapi
ini ada pemilih, terutama pemilih ganda, sehingga dalam petitum Anda
meminta kepada kita untuk memutus PSU, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Coba dibacakan sekarang petitumnya.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Petitum akan kami bacakan, Yang Mulia, izin.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena kalau Anda meminta perolehan suara yang benar, pemilih
ganda itu memilih siapa kan juga kita tidak tahu, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu. Terus? Silakan.
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956.

957.

958.

959.

960.

961.

962.

963.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Lalu, kami lanjutkan, Yang Mulia?

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon minta
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar
sebagai berikut.

1. Formil, Yang Mulia, menerima dan mengabulkan permohonan

seluruhnya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Kedua, formil, Yang Mulia (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Khususnya untuk suara di DPRD Dapil V (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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964.

965.

966.

967.

968.

969.

970.

971.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

DPRD Kabupaten Kerinci Dapil V.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Lalu yang ketiga, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan
pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Desa Semerep, Pasar
Semerep, Jujun, Pasar Jujun, Koto Baru, Pancuran Tiga, dan Tanjung
Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Jadi, ini hanya
ada satu kecamatan, Yang Mulia (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Yang kami mintakan untuk PSU.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh. Yang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Yang ketiga ... yang keempat kami tarik, Yang Mulia. Karena (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nah ini yang keempat enggak sesuai ini berarti?
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972.

973.

974.

975.

976.

977.

978.

979.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Ya. yang keempat kami tarik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan? Kalau sudah di PSU yang ini kan, sudah nanti yang baru
setelah PSU itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ternyata Anda pintar, sekarang sudah belajar. Kemarin-
kemarin itu.

Baik. Jadi direnvoi untuk petitum keempat tidak ada, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia. Kami tarik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau ditarik boleh, tapi kalau ditambahkan dalil itu enggak boleh,
ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Benar, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, sudah cukup, ya?
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980.

981.

982.

983.

984.

985.

986.

987.

988.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Cukup, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang 5 masih toh? Memerintahkan a quo et bono itu masih, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Benar, Yang Mulia. Masih
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Cukup, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik, kalau begitu sudah, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Terima kasih, Yang Mulia.
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989.

990.

991.

992.

993.

994.

995.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terima kasih atas keterlambatannya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Maaf, Yang Mulia. Sekali lagi, maaf.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Lain kali enggak boleh terlambat.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Ketua Yang Mulia.
Silakan.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi persidangan untuk sesi pagi ini
sudah selesai, ya.

Acara selanjutnya, pengesahan alat bukti. Untuk Perkara 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PBB, Bukti P-1 sampai dengan P-8.124,
dengan catatan Bukti P-7 sampai dengan P-8.124 tadi baru diserahkan,
ya?

Kemudian Bukti P-7B itu tidak sesuai antara bukti fisik TPS 19 di
daftar, bukti TPS 09. Jadi tinggal disesuaikan nanti, ya, di daftar bukti.

Kemudian bukti P-7A, nomor TPS tidak jelas. Nanti dijelaskan, ya,
TPS berapa. Ya, benar, ya? Begitu, ya? Ya, baik. Disahkan dengan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI (PBB)

Izin ... izin, Yang Mulia. Mau menambahkan bukti lagi, Yang Mulia.
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996. KETUA: ANWAR USMAN
Lho, kenapa enggak sekaligus tadi?

997. KUASA' HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ini kan tadi diperintahkan dulu karena mau menyerahkan sisanya.
998. KETUA: ANWAR USMAN

Lho, tadi yang P-7 sampai dengan P-8.124 kan diserahkan
sekarang, kan?

999. KUASA' HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI (PBB)

Tadi sudah diserahkan pagi ... waktu datang, waktu datang.
1000. KETUA: ANWAR USMAN
Oh. Tadi baru saja? Belum, ya?

1001.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya. Kalau ini yang sisanya.
1002. KETUA: ANWAR USMAN
Ya, ada berapa itu? Sudah dileges?

1003.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI (PBB)

Sudah dileges, Yang Mulia. Cuma daftar bukti masih belum siap.
1004.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya. nanti dicatat. Silakan. Silakan ... Ya, disahkan dulu yang
ada tadi, ya? Yang saya sebut tadi, ya?
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1005.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI (PBB)

Tapi yang ini masih bisa diserahkan, Yang Mulia?
1006. KETUA: ANWAR USMAN
Ya, ya. Ya, baik.

1007.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI (PBB)

Terima kasih, Yang Mulia.
1008. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. baik. Disahkan dengan beberapa catatan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara Nomor 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,
PKB Jambi. Bukti P-1 sampai dengan P-12], dengan catatan Bukti P-12A
sampai dengan P-12] baru diserahkan, ya. Tapi pada prinsipnya, tidak
ada catatan. Benar, ya?

1009.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUL HUDA YUDHA (PKB)

Benar, Yang Mulia.
1010. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Kemudian, Nomor 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PDIP
Jambi, Bukti P-1 sampai dengan P-19, benar?

1011.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72-03-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Benar, Yang Mulia.
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1012.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,
Hanura, Bukti P-1 sampai dengan P-13.

1013.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Betul, Yang Mulia.

1014. KETUA: ANWAR USMAN

Nah, tapi ada catatan.

1015.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Daftar buktinya, Yang Mulia.
1016. KETUA: ANWAR USMAN
P-12 dan P-13 belum masuk daftar bukti.

1017.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Baik nanti kami lengkapi, Yang Mulia.

1018. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti dilengkapi, ya.

1019.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Baik, Yang Mulia.
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1020. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

1021.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43-13-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
(HANURA)

Terima kasih.
1022. KETUA: ANWAR USMAN
Ya. Terakhir. Perkara Nomor 50, Demokrat. Untuk Sarolangun 1V,
Bukti P-1 sampai dengan P-12. Kemudian untuk Dapil Tanjung Jabung
Barat V, Bukti P-14.1 sampai dengan P-14.18. Benar, Demokrat?

1023.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50-14-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI
(DEMOKRAT)

Benar, Yang Mulia.

1024.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Ya, tadi tambahan PBB. Ya, baik.

Sambil menunggu daftar ... apa ... bukti tambahan dari PBB, ada
beberapa hal yang ingin disampaikan. Mohon diperhatikan, bagi
Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait .

Penundaan sidang untuk perkara pada sesi ini ada 5 yang
seharusnya 7, ditunda hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019. Tolong dicatat,
ya. Pukul 08.00 WIB dengan agenda mendengar jawaban Termohon,
keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat
bukti.

Jadi pemberitahuan ini, ya, dianggap sebagai panggilan resmi,
sehingga tidak ada lagi surat-menyurat.

Kemudian catatan, satu, perbaikan jawaban Termohon,
keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu diajukan paling
lambat pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, pukul 12.00 WIB.
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Kemudian, tambahan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan
Bawaslu diserahkan paling lambat sebelum selesai sidang hari Kamis, 18
Juli 2019. Jadi sama dengan Pemohon. Jadi, sebelum selesai atau
penutupan sidang Kamis itu, bukti tambahan masih bisa diajukan.

Ya, untuk PBB, catatan ... untuk bukti tambahan P-10 sampai
dengan P-15H, tapi ada catatan P-11 tidak ada fisiknya, ya, nanti
diklarifikasi lagi. Jadi P-11 tidak ikut disahkan, yang lain disahkan tapi
nanti daftarnya sekaligus, ya, diperbaiki, ya, daftar bukti tambahan ini.
Ya, jelas, ya?

1025.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI (PBB)

Ya, P-11 video, Yang Mulia.
1026. KETUA: ANWAR USMAN
Ya, pokoknya itu tidak ada fisiknya, nanti diini ... belum bisa
disahkan karena fisiknya tidak ada, ya? Yang lainnya bisa disahkan,

benar? Ya.

1027.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-19-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI (PBB)

Benar, Yang Mulia.
1028.KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, dengan demikian sidang untuk sesi pagi ini sudah selesai.
Dengan demikian (...)

1029. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI
Mohon maaf, Yang Mulia.
1030. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

124



1031. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Terkait dengan Berkarya, pada hari ini mestinya Berkarya ada 2
dapil tapi tidak hadir. Mengingat juga ... apa namanya ... Majelis juga
belum memutuskan apakah permohonan Berkarya ini gugur, maka
apakah sebenarnya dari Pihak Kami bersikap bahwa kami tetap ...
jawaban yang sudah masuk kami anggap ... apa namanya ... tetap
masuk.

Oleh karena itu, kami bertanya kepada Majelis apakah kami
diperkenankan untuk nanti acara Berkarya meskipun tidak hadir, kami
akan hadir untuk mempertahankan jawaban itu? Terima kasih.

1032. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, yang jelas Panel belum bisa memutuskan, tadi kan
putusan nanti kalau sudah RPH baru ada putusan.

Kemudian mengenai Berkarya yang tidak hadir, ya, silakan. Nanti
bisa diajukan ... terserah, Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu
bagaimana tanggapannya dan bisa diajukan dalam jawaban itu eksepsi
dan sebagainya, silakan, ya? Itu terserah.

1033. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1034. KETUA: ANWAR USMAN

Jelas?

1035. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Ya.

1036. KETUA: ANWAR USMAN
Baik. Tidak ada lagi, ya?
1037.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Cukup, cukup.
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1038.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAJIS MESSAH (HANURA)

Yang Mulia, mohon waktu sebentar, Yang Mulia. Dari Terkait
Hanura.

1039.KETUA: ANWAR USMAN
Ya.

1040.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAJIS MESSAH (HANURA)

Ini masalah untuk pemberian keterangan ... surat keterangan,
mengingat kami ini kan jauh untuk memberikan keterangan itu, apakah
bisa lewat elektronik yang tanggal 11 itu? Terima kasih, Yang Mulia.

1041.KETUA: ANWAR USMAN

Jadi gini, harus cap basah fisiknya. Ya, jelas? Ya, baik.

1042.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 26-01-
05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAJIS MESSAH (HANURA)

Siap, Yang Mulia.
1043.KETUA: ANWAR USMAN

Tidak ada lagi? Ya, ya, kalau sudah tidak ada lagi, maka dengan
demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.50 WIB

Jakarta, 12 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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